BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual disingkat HKI adalah hak yang timbul bagi
hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna
untuk manusia.' Ini berarti bahwa Hak atas kekayaan intelektual merupakan konsep
perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi suatu karya yang merupakan
hasil dari pemikiran manusia dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud.

Hak kekayaan Intelektual juga didalamnya memiliki manfaat ekonomi yang
dimana hasil karyanya digunakan untuk umum tetapi hasil dari pemanfaatannya
dinikmati oleh pemilik atau pemegang Hak atas kekayaan Intelektual tesebut. Maka
dari itu Hak kekayaan intelektual sebagai hak privat, dimana setiap orang dapat
mendaftarkan karya intelektualniya agar terjamin hak ckonominya. >

Secara umum manfaat HKI yang dapat-diperoleh dari sistem Hak Kekayaan
Intelektual yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan

teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat

! Dadan Samsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang,
http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf
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membantu komersialisasi dari suatu invertasi, dapat mengembangan sosial budaya,
dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.’
Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI, yaitu:*

1. Reward Theory

Reward Theory memiliki makan yang mendalam yaitu pengakuan terhadap karya
intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus
diberi  penghargaan  sebagai = imbangan atas upaya kreatifnya dalam
menemukan/menciptakan karya intelektualnya.
2. Recovery Theory

Dalam Recovery Theory, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah
mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya
harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. Incentive Theory

Dalam [Incentive Theory dikaitkan ' antara pengembangan kreativitas dengan
memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Insentif perlu di
berikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. Economic Growth Stimulus Theory

Dalam Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas HKI
merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan

tujuan dibangunnya sitem perlindungan atau HKI yang efektif

3 Ibid, halaman 5 -6
4 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, cetakan 1, Oase Media, Bandung:2010, halaman 19-20



Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia
telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan
undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pembaharuan
HKI ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Belanda dengan dikeluarkannya
OctrooiWet Staatsblad No. 316 tentang Hak Paten (tahun 1910) [Industrieel
Eigendom Kolonien No.313 tentang Hak Industri (tahun 1912) dan AutersWet
Staatsblad No. 600 tentang Hak Cipta (tahun 1912). Setelah Indonesia merdeka,
Menteri kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 agustus
1953 tentang Permintaan Paten dalam Negeri dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 agustus
1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten Luar Negeri.

Pada tahun 1958, atas usul Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri
Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (kantor Pusat WIPO,
Jewena) dengan maksud agar pada intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil
karya bangsa asing dan rhengembangkan industri sendiri tanpa harus membayar
royalty. Alasannya, meniru Jepang yang tak terikat konvensi Bern sehingga bisa
menjeplak seenaknya. Saat itu jepang banyak meniru dan melakukan inovasi terhadap
karya bangsa lain, seperti mobil dan karya tulis lainnya. Karena tidak terikat dengan
konvensi Internasionnal ia tidak mendapatkan sanksi. Namun, setelah memutuskan

keluar, Indonesia tidak meniru usaha jepang. Bangsa Indonesia tidak memanfaatkan

> Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Desain Grafis,
Desain Produk), Quantum, Yogyakarta:2015, halaman 7.



kondisi itu dan nyaris terus membajak. Tahun 1970-an, Indonesia mendapat tekanan
dari berbagai Negara agar tetap bergabung dalam konvensi Bern. Karena tekanan itu,
Indonesia membuat Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 yang diperbaharui pada
tahun 1987, 1997, 2002 dan 2014 Pada tahun 1961 tentang merek. Kemudian pada
tahun 1982, pemerintahan juga mengundangkan Undang-Undang No.6 tahun 1982
tentang Hak Cipta.

Dibidang paten, pemerintahan mengundangkan Undang-Undang No.6 tahun
1989 tentang Paten yang mulai efektif berlalu tahun 1991. Di tahun 1992,
pemerintahan mengganti Undang-Undang No.21 tahun 1991 tentang merek dengan
Undang-Undang No.19 tahun 1992 tentang Merek. Setiap muncul Undang-Undang
terbaru, beberapa regulasi ditambahkan dan antisipasi situasi terbaru di lapangan.
Namun demikian upaya positif ini kurang disadari oleh para pelaku industri, baik
demi perlidungan intelektual maupun perlindungan hukum merek.

Dimasukkannya TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) dalam paket Persetﬁjuan WTO (World Trade Organization) di tahun 1994
menandakan dimulainya era baru perkembangannya HKI di seluruh dunia. Dengan
demikian pada saat ini permasalahan HKI tidap dapat dilepaskan dari dunia
perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan
perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang

berdasar ilmu pengetahuan.’

6 Ibid, halaman 10



Perkembangan dari peraturan perundang-undangan yang mengenai Hak Cipta
di Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang, yaitu sejak jaman
penjajahan Belanda dan dilakukannya perubahan beberapa kali terhadap undang-
undang Hak Cipta, hingga pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintahan Indonesia
telah resmi mengsahkan Undang-Undang saat ini yaitu Undang-Undang No. 28 tahun
2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta tersebut menggantikan semua
Undang-Undang mengenai Hak Cipta sebelumnya dan berlaku hingga saat ini. Hal
tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan dunia serta perkembangan hak atas
Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 1982, Pemerintahan Indonesia mencabut peraturan tentang Hak
Cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600 tahun 1912 dan menetapkan
Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-
Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian
diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1987, Undang-Undang No.12 tahun
1997, dan kemudian disempurnakan lagi-menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2002
dan yang kini disahkan oleh DPR yaitu- Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun
2014.

Permasalahan hukum hak atas kekayaan Intelektual adalah permasalahan yang
terus berkembang dari tahun ke tahun dengan seiringnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Selainitu tergolong kompleks yang tidak dapat

7 Ibid, halaman 14.



diselesaikan hanya dengan membalikkan telapak tangan.® Namun dari semua
kecanggihan teknologi pada jaman ini, internet juga menimbulkan keresahan-
keresahan. Keresahan itu muncul seperti kejahatan-kejahatan yang dimana salah
satunya adalah pembajakan, dan penggandaan karya yang tidak ada permintaan ijin
dan bentuk yang lain. Kemajuan teknologi ini membuat semuanya serba instan atau
serba cepat, karena internet menyediakan semuanya yang kita perlukan dan yang
ingin kita tahu dengan mudah. Kecanggihan internetpun dapat menyebabkan kerugian
materiil maupun kerugian immaterial, contohnya seseorang tidak perlu lagi bersusah
payah pergi berbelanja atau mengeluarkan vang untuk menonton film ke bioskop,
karena saat ini kita dapat mengunduhnya secara gratis yang sudah disediakan di
internet, bahkan masyarakat sering melakukan perekaman di dalam bioskop untuk
diperjualbelikan ke dalam bentuk DVD (Digital Video Disc) agar mendapatkan
keuntungkan sebanyak-banyaknya, Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi
Pemegang Hak Cipta.

Untuk mengetahui lebih jauh,-kita harus mengetahui sejarah Perkembangan
DVD. Sejarah DVD?’ dibuat oleh dua perusahaan yang berbeda, salah satunya adalah
Multimedia Compact Disc (MMDC) didukung oleh Philips dan Sony dan yang lain
adalah Super Density (SD) disc yang didukung oleh Thosiba, Time Warner,

Matsuhita Electric, Hitachi, Mitsubishi, Electric, Pioneer, Thomson dan JVC.

& Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, Halaman 24
°Dr. Usep Kusitiawan.M.sn, Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini, Penerbit Gunung
Samudera [Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia], Malang:2016, Halaman 121-122



Philips dan Sony memutuskan hal itu dalam kepentingan terbaik mereka
untuk menghindari perang atas mereka Multimedia Compact Disc dan setuju untuk
menyatukan dengan perusahaan pendukung Super Density Disc untuk melepaskan
satu format dengan teknologi dari keduanya. Hasilnya adalah spesifikasi DVD
diselesaikan untuk film DVD player dan DVD-ROM aplikasi komputer pada
Desember 1995. Video format DVD pertama kali diperkenalkan oleh Thosiba di
Jepang pada bulan November 1996, di Amerika Serikat Maret 1997, di Eropa Barat
pada Mei 1998, di Eropa timur pada bulan Oktober 1998 dan di Australia pada
Februari 1999. Pada bulan Mei 1997, konsorsium DVD digantikan DVD foruma.
DVD spesifikasi yang diciptakan dan diperbaharui oleh DVD forum ditertibkan
sebagai apa yang disebut DVD Books (misalnya buku DVD-ROM, DVD-audio
Buku, DVD-Video Buku, DVD-R Buku, DVD-RW Buku, DVD-RAM Buku, DVD-
AR Book, DVD-VR Buku, dll)

Dari. perkembangan DVD hingga sekarang; —banyak sekali yang
memperjualbelikan DVD bajakan secara terang-terangan, karena DVD mempunyai
kelebihan yaitu:'?

a. merupakan media gerak perpaduan gambar dan suara, dapat menstimulir

efek gerak

b. terdapat suara maupun warna

c. tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya

d. dapat digunakan untuk klasikal ataupun individual

1% bid, Halaman 123



e. dapat digunakan seketika

f. dapat digunakansecara berulang

g. dapat menyajikan objek yang berbahaya

f. dapat disajikan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan

Menurut prespektif hukum Hak Kekayaan Intelektual, hak pribadi melekat
pada Hak Kekayaan Intelektual karena timbul dari hak alamiah manusia yang dimana
haknya dijaga oleh Undang-Undang dari orang-orang yang tidak mempunyai hak''.
Pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatakan bahwa
Hak Cipta memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif ini hanya diperuntukkan bagi
Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa
izin Pencipta, selain itu hak ekslusif ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yaitu
Hak ekonomi adalah hak yang dimana pemegang hak cipta mendapatkan hak
ekonominya (keuntungan) dalam sebuah 'ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak
agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan-hak untuk diakui sebagai
pencipta dari ciptaan tersebut.'

Keberadaan ~Hak —Kekayaan-Intelektual  timbul sebagai bentuk dari
penghargaan atas kegiatan intelektual dan atas pemikiran kreatif manusia dalam

mewujudkan sesuatu yang baru, dalam dibidang teknologi, sastra, dan di bidang

1 Ely Ras Ginting, S.H.,LL.M., Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Bandung, 2012:
PT.Citra Aditya Bakti, halaman 4.

2 Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesi,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777/9865, hal 461, diakses pada tanggal
22 juni 2019.




industri'’. Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat
dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak
ekonominya telah dialihkan.'* Maka dari itu Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai
komersial pada ciptaanya.'

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual ini terus bercabang seperti tidak ada
penyelesaiannya dari dulu hingga sekarang masih banyaknya penjualan DVD (Digital
Video Disc) bajakan yang dijual ditempat-tempat terbuka. Hal tersebut menunjukan
bahwa DVD (Digital Video Disc) telah menjadi perangkat hiburan film utama'®, dan
selain itu hal tersebut menunjukan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang
kesadarannya terhadap Kekayaan Intelektual masih sangat rendah dan tindakan
hukum yang kurang bagi para pembajak DVD (Digital Video Disc). Walaupun sudah
adanya Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Polisi yang sudah
merazia tempat-tempat perdagangan DVD (Digital Video Disc) bajakan tetapi tetap
saja hal ini masih belum efektif karena perdagangan DVD (Digital Video Disc) terus-
menerus bermunculan dan tetap ada. Pelanggaran ini tentunya mempunyai dampak
yaitu terabainya identitas pencipta dan menjadikan hilangnya Hak Eksklusif (hak

Ekonomi dan hak moral) Pencipta dari Ciptaannya.

 Ibid

“ Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-
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halaman 63.



Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi menarik untuk dicermati, dipahami,
ditelaah dan dikritisi mengenai konsep pengaturan Hak Cipta di Indonesia terhadap
pemberantasan DVD (Digital Video Disc) bajakan yang diperjualbelikan di pusat
perbelanjaan di Tangerang. Hal ini diperlukan mengingat bahwa tiap tahunnya angka
pembajakan DVD (Digital Video Disc) bajak semangkin meningkat dan masih
tersebar penjualan DVD (Digital Video Disc) bajakan di tempat terbuka. Disamping
itu sejalannya perkembangan, masyarakat masih tidak peka terhadap hukum dan tidak
menghargai hasil pemikiran pencipta. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan
perlindungan hukum hak cipta terhadap DVD (Digital Video Disc) bajakan yang
diperjualbelikan di pusat perbelanjaan di daerah Tangerang, karena jika kita
menyepelekan hal ini maka akan mengakibatkan produsen rekaman ataupun
pemegang hak cipta mengalami kerugian materil dan immateril, bahkan secara tidak
langsung juga membuat Negara mengalami kerugian karena telah mengurangi
pemasukkan negara dari penjualan barang-barang yang legal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa penting dan perlu
untuk mengangkat topik mengenai:

Tindakan Pengawasan dan Pencegahan Penjualan DVD (Digital Video Disc)

Bajakan di Pusat Perbelanjaan Di Daerah Tangerang.
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1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam penulisan ini penulis mencoba
untuk merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan pokok
dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pengelola pusat perbelanjaan dalam mengawasi dan
menertibkan penyewa yang berjualan DVD (Digital Video Disc) bajakan
dalam memberantas penjual DVD (Digital Video Disc) bajakan di daerah
Tangerang?

2. Bagaimana upaya hukum pemerintah «Tangerang dalam memberantas
peredaran DVD (Digital Video Disc) bajakan yang diperjualbelikan di Pusat

Perbelanjaan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah' tersebut diatas tujuan penelitian dalam
pembahasan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tindakan apa yang- dilakukan pemilik pusat perbelanjaan
dalam mengawasi dan menertibkan penyewa yang berjualan DVD (Digital
Video Disc) bajakan dalam memberantas penyewa tempat yang digunakan

untuk berjualan DVD (Digital Video Disc) bajakan di daerah Tangerang.
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2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan pemerintah Tangerang
dalam memberantas peredaran DVD (Digital Video Disc) bajakan yang

diperjualbelikan di Pusat Perbelanjaan.

1.4 Manfaat Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat
sebagai berikut:
1. Segi [lmu Pengetahuan
Sebagai Pengembangan ilmu Pengetahuan hukum dan penulis berharap
dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap institusi-
institusi
2. Segi Aplikasi
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para
pihak yang ingin menerapkan dan mengembangkannya dalam kehidupan

sehari-hari serta dapat digunakan atau dijadikan solusi di masyarakat.

1.5 Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi keseluruhan isis skripsi menjadi lima
bab yang kemudian masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai

berikut:
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BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dibahas tetang latar belakang timbulnya permasalahan dan alasan
dipilihnya judul tulisan. Selain itu dibahas juga pokok-pokok permasalahan,
ruang lingkup pembahasan serta tujuan dan kegunaan penulisan. Bab ini juga
dibahas landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penyajian
laporan ke dalam suatu tulisan serta sistematika penulisan yang menjelaskan

secara ringkas materi yang ditulis dalam setiap bab pada proposal skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan mengenai landasar teori kerangka konseptual, termasuk

memberikan definisi-definisi yang digunakan.

BAB III': METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan secara khusus mengenal jenis penelitian yang digunakan
penulis, dan<prosedur perolehan bahan -penelitian, baik itu bahan penelitian
primer, sekunder, dan juga bahan penelitian tersier, dan menjelaskan sifat analsis

yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS
Dalam bab ini penulis menguraikan permasalahan dari rumusan masalah yang ada

dengan mengkaitkan Undang-undang Hak Cipta, buku-buku, jurnal-jurnal
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BAB V : PENUTUP DAN SARAN
Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari Analisis yang ada, serta

saran guna mengatasi permersalahan yang ada.
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